
\ BUEAn PACriAN 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR l y TAHUN 2014 

I TENTANG 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN 
i TAHUN ANGGARAN 2013 

Men^gat 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam pasal 9 Peraturan 
Daerah ( Kabupaten Pacitan Nomor Tahun 2014 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan An^aran Pendapatan dan 
Belanja • Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2013, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggunsawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2013. ^ 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1965 (Lembaran 
Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2730); 

i 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran 
Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852); 

i 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengeiolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4400); 

• • V 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Nomor 4421); 
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8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang ^ m e r i n t E ^ ^ ' ^ 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, T^bahaiT 
Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapakali 
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4844); 

^ 9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4438); 

J 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ; 

y 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

^ 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4028); 

J13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpman dan Anggota 
Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Nomor 
4712); 
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>-14. Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2005 tentang 
Pengeiolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4502);' 

tl5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 

i 
1/16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistera 

Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5155); 

1-17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

"^18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pen3aisunan -Dan Penetapan Standart Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4585); 

1 

49. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4588); 



20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4582); 

1 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengeiolaan 
Barang MUik Negara/Daerah yang telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20028 (Lembaran 
Negara Tahun 2009 Nomor 78); 

I 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 
Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungawaban Kepala Daerah 
Kepada Dewan Perwaldlan Ral^at Daerah dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693); 

t 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemcrintahan Daerah 
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4737) 

f 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengeiolaan Uang Negara/Daerah ( Lembaran Negara Tahun 
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 

1 
27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik { Lembaran Negara Tahun 2009 
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) 

I 
28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Penyusunan Peraturan Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah 
tentang Tata Tertib Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5104); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart 
Akimtansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5272); 

s 



33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengeiolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pcngelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran 
dan' Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang 
Operasional Pimpihan DPRD serta Tata Cara Pengerabalian 
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 

35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang 
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi 
atas penyalahgunaan Alokasl Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 
Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009; 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Panganggaran dalam APBD, 
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban 
penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013; 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 I I tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

i 
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
i 
I 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Nomor 1 Sen E tanggal 16 Maret 2005) sebagaimana 
telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2007 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tanggal 18 Jul l 2007); 

r 
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana 
telah diubah' dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan 
Nomor 24 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 
Nomor 2 Tanggal 12 Juli 2006); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 
tentang Pokok-Pokok Pengeiolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 
Tanggal 18 Desember 2006); 

i 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank 
Perkreditan Ralq^at Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Nomor 13 Tahun 2007 Tanggal 4 September 2007); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM 
Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 
14 Tahun 2007 Tanggal 4 September 2007); 
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45. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 25); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 
tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwaldlan Ralqrat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2007 Nomor 26); 

i 
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 

tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2007) sebagaimana 
telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 
Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah 4 Tahun 2011); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Organisasi Lembaga Teknia Daerah Kabupaten Pacitan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Padtan Tahun 2007 Nomor 28) 
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Nomor S Tahun 2011 (Lembaran Daerah 
Tahun 2011 Nomor 5 ); 

« 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Padtan Nomor 22 Tahun 2007 
tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten 
Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 
Nomor 29); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Padtan Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten 
Padtan (Lembaran Daerah Kabupaten Padtan Tahun 2009 
Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Padtan Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Padtan Tahun 2012 Nomor 8); 

i 
51. Peraturan Daerah Kabupaten Padtan Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Pengeiolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Padtan Tahun 2009 Nomor 9); 

y 
52. Peraturan Daerah Kabupaten Padtan Nomor 5 Tahun 2010 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank 
Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Padtan Tahun 2010 
Nomor 5); 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2010 
Tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Padtan 
Tahun 2010 Nomor' 8); 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Padtan Nomor 9 Tahun 2010 
Tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 
Tahun 2010 Nomor 9); 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Padtan Nomor 10 Tahun 2010 
Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Padtan 
Tahun 2010 Nomor 10); 

56. Peraturan Daerah Kabupaten Padtan Nomor 11 Tahun 2010 
Tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 
Tahun 2010 Nomor 11); 

57. Peraturan Daerah Kabupaten Padtan Nomor 12 Tahun 2010 
Tentang Pajak Pcnerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Padtan Tahun 2010 Nomor 12); 

I . • ^ I 
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58. Peraturan Da,erah Kabupaten Padtan Nomor 13 Tahun 2010 
Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Padtan Tahun 2010 Nomor 13); 

* 

59. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2010 
Tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 
Tahun 2010 Nomor 14); 

60. Peraturan Daerah Kabupaten Padtan Nomor 15 Tahun 2010 
TentEing Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 
Tahun 2010 Nomor 15); 

61. Peraturan Daerah Kabupaten Padtan Nomor 16 Tahun 2010 
Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 16); 

i 
62. Peraturan Daerah Kabupaten Padtan Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Bea, Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Padtan Tahun 2010 Nomor 17); 

< 

63. Peraturan Daerah Kabupaten Padtan Nomor 18 Tahun 2010 
Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 
Penduduk dan Akta Catatan SipU (Lembaran Daerah Kabupaten 
Padtan Tahun 2010 Nomor 18); 

64. Peraturan Daerah Kabupaten Padtan Nomor 19 Tahun 2010 
Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tcpi Jalan Umum 
(Lembaran Daerah Kabupaten Padtan Tahun 2010 Nomor 19); 

i 

65. Peraturan Daerah Kabupaten Padtan Nomor 20 Tahun 2010 
Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran 
Daerah Kabupaten padtan Tahun 2010 Nomor 20); 

66. Peraturan Daerah Kabupaten Padtan Nomor 21 Tahun 2010 
Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran 
Daerah Kabupaten Padtan Tahun 2010 Nomor 21); 

1 
67. Peraturan Daerah Kabupaten Padtan Nomor 22 Tahun 2010 

Tentang Retribusi Pelayanan Kcschatan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Padtan Tahim 2010 Nomor 22); 

68. Peraturan Daerah Kabupaten Padtan Nomor 5 Tahun 2011 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah 
Kabupaten Padtan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah 
Tahun 2011 Nomor 5); 

i 
i 

69. Peraturan Daerah Kabupaten Padtan Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Padtan Tahun 2011 - 2016 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor l l j ; 

70. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Padtan 
Tahun 2011 Nomor 18); 

71. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah 
Kabupaten Padtan Tahun 2011 Nomor 19); 

72. Peraturan Daerah Kabupaten Padtan Nomor 20 Tahun 2011 
tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten 
Padtan Tahun 2011 Nomor 20); 



1 
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73. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor21); 

74. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2011 
tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2011 Nomor 22); 

1 
75. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2011 

tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 23); 

76. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2011 
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 24); 

77. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2011 
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 25); 

78. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2011 
tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2011 Nomor 26); 

79. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2011 
tentang Retribusi Pemakaian Kckayaan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 27); 

I 
80. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 

tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 28); 

81. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2012 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 10) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pacitan Nomor 04 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2013 Nomor 04); 

82. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2012 tentang 
Kualitas Piutang Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Penyislhan 
Piutang Hdak Tertagjh di Kabupaten Pacitan; 

83. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Teknis Pengeiolaan Barang Milik Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 44 Tahun 
2013; 

84. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 42 Tahun 2012 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 41 Tahun 2013; 

85. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Sistem 
dan Prosedur,Pengeiolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan 
Tahun 2013; ' 

86. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 20 Tahun 2013 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; 

87. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 39 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Pengeiolaan Dana BerguUr yang Bersumber dari APBD 



« 

Kabupaten Pacitan pada Dinas Tanaman Pangan dan 
Petemakan Kabupaten Pacitan; 

88. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 50 Tahun 2 0 1 3 tentang 
Pedoman Pengeiolaan Dana Bergulir yang Bersumber dari APBD 
Kabupaten Pacitan pada Dinas Koperasi Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Pacitan; 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN 
TAHUN ANGGARAN 2013. 

Pasal 1 
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2 0 1 3 terdiri atas : 
1. Pendapatan ; 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 62.988.926.126,16 
b. Dana Perimbangan ! Rp. 756.837.409.646,00 
c. Lain - lain Pendapatan Asli Rp. 241.571.653.076,00 

Daerah Yang Sah i 
Jumlah Pendapatan Rp. 1.061.397.988.848,16 

2. Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai i Rp. 607.673.757.744.00 
2) Belanja Bunga [ Rp. 
3) Belanja Subsidi Rp. 
4) Belanja Hibah : Rp. 24.769.472.900,00 
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 4.544.127.409,96 
6) Belanja Bagi Hasil ( Rp. 3.300.666.461,20 
7) Belanja Bantuan j Rp. 82.534.550.520,00 

Keuangan \ 
8) Belanja Tidak Terduga Rp. 1.632.623.700,00 

Jumlah Belanja Tidak 
Langsung i 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai ! Rp. 
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 
3) Belanja Modal ] Rp. 

Rp. 724.455.198.735,16 

36.427.365.750,00 
143.242.808.805.74 
132.854.725.599,20 

Jumlah Belanja Langsung 

Jumlah Belanja 
Surplus/ (Defisit) 

Rp. 312.524.900.154,94 

Rp. 1.036.980.098.890.10 
Rp. 24.417.889.958,06 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Rp. 48.768.292.447,22 
Rp. 1.452.000.000.00 

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 47.316.292.447,22 

Sisa Lebih' Pembiayaan Anggaran Tahun Rp. 
Berkenaan \ 

71.734.182.405,28 
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SAGIAN H U K U U 

Pasal 2 
Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum 

I Peraturan Bupati Pacitan ini. 



Pasal 3 
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci 
lebih lanjut kc dalam Penjabaran Laporan Realisasi An^aran 

! Pasal 4 
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 
tercantum dalam Lampiran 11 Peraturan Bupati Pacitan ini. 

• Pasal 5 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Padtan ini. 

Pasal 6 
Peraturan Bupati Padtan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dalam Berita Daerah Kabupaten Padtan. 

Ditetapkan di Pacitan 
Pada tanggal Jul i 2014 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 



Pasal 3 
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci 
lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran 

' Pasal 4 
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Pacitan ini. 

I Pasal 5 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pacitan ini. 

I 

1 
Pasal 6 

Peraturan Bupati Pacitan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di Pacitan 
Pada tanggal Juli 2014 

yBUPATI PACITAN 

^ ^ . INDARTATO 



Pasal 3 
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal I dirinci 
lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran 

i 
> Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 
tercantum dalam Lampiran I I Peraturan Bupati Pacitan ini. 

Pasal 5 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 merupakan ba^an yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pacitan ini. 

Pasal 6 
Peraturan Bupati Pacitan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan. 

Diundangkan dl Pacitan | 
Pada tanggal 8 Jul ! 2014 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PACITAN^ 

Ditetapkan di Pacitan 
Pada tanggal 8 Jul i 2014 

BUPATI PACITAN 

Cap. ttd 

INDARTATO 

Drs. SUKO WIYONO. MM 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19591017 198503 1 CIS 

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014 NOMOR 17 
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